BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2

BUPATI KLATEN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1.995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



13.

14,

13.

16.

17

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor_ 4576 sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan



18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

At

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)

]



25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah aan Bantuan Sosial
yang bersumber Anggaran Peridapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Klaten pada Pada Perusahaan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun



30.

31.

32.

33.

34.

35.

2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tafnbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 156);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
| PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018,



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri

dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

!

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp

Rp.”’
Rp.
Rp.

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp. -

Rp
Rp
Rp.

Rp

Rp.

354.566.542.500,00
1.679.025.419.000,00
478.661.181.000,00
2.512.2583.142.500,00

1.161.909.785.500,00
' 0,00
0,00
95.987.450.000,00
2.485.200.000,00
11.395.502.000,00
611.819.504.000,00
3.000.000.000,00
1.846.597.441.500,00

77.712.564.564,00
414.653.337.665,00
317.539.798.771,00
809.905.701.000,00
2.656.503.142.500,00
(144.250.000.000,00)

155.250.000.000,00
11.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

144.250.000.000,00
Rp. 0

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.



Pasal 3
Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 DeSember 21}

Diundangkan di Klaten
pada tanggal |18 DeSemby, 17




